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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

bahwa memenuhi Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 35 Tahun
2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun
Anggaran 2017,

bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban
Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri
yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan bahwa dalam hal
alokasi Dana BOS dalam Perda tentang Perubahan APBD
tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana BOS
triwulan 1V tahun berjalan, maka pemerintah kabupaten/kota
harus melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan
Perkada
Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan
DPRD;

melakukan  perubahan tentang  Penjabaran

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Bone Bolangoc Nomor 30 Tahun 2016
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tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4938);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor G53587), sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
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Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang
Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan, Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090};

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun
2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017,



3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;

4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2017
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran
2017,

5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/106/SJ
tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan
Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang
Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 35
TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Bone Bolango Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 869.003.630.134,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 22.632.982.812,20
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 896.022.607.946,20
2. Belanja
a. Semula Rp. 902.554.384.974,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 51.724.922.122,37
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 954.279.307.096,37
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 58.256.699.150,17)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 42.050.754.840,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 24.705.944.310,17
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 66.756.699.150,17




b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 8.500.000.000,00
2) Bertambah /(Berkurang) Rp. 0.00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 8.500.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 58.256.699.150,17
Sisa lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih

lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.
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Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 THovember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

“Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

Pusat Rawasan Perkantoran Jin. Prof. DR. BJ. HABIBI Telp. (0435) 8591460

Suwawa, November 2017
Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/XI/ /2017 Kepada Yth,

Bupati Bone Bolango
Di-

Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI,

OBYEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE
BOLANGO NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN
ANGGARAN 2017

PENGELOLA :BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

CATATAN : Telah Melalui Proses Harmonisasi

LAMPIRAN : 1 (satu) Berkas

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

JEN AWAL FAKAYA, SH
Nip. 197306062006041031




PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

TELAAHAN STAF
Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango

Dari . Plt. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Nomor . 900/BKPD-BB/XI/1022:6/2017

Tanggal . 22 November 2017

Perihal : Permohonan Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2017
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017

|. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 :

2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017:

3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk
Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta
Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan
Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Il. Pertimbangan : a. Bahwa sebagaimana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor
910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional
Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh
Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dijelaskan bahwa dalam hal alokasi Dana BOS dalam Perda tentang
Perubahan APBD tidak sesuai dengan realisasi penyaluran final Dana
BOS triwulan IV tahun berjalan, maka pemerintah kabupaten/kota harus
melakukan penyesuaian alokasi Dana BOS dengan melakukan
perubahan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan
pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD:

b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan  anggaran terdapat
pernyesuaian anggaran pada satuan pendidikan negeri dengan realisasi
penyaluran dan rencana kegiatan anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2017
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017:

Ill. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak
Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan
permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak
kami ucapkan terima kasih. 5
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